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ABSTRAK

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah di kota
Palembang

Oleh:
Rangga Aditya Putra

Penelitian ini dilakukan di kota Palembang bertujuan untuk mengetahui
bagaimana penyajian laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah,
sehingga diharapkan setelah selesainya penelitian ini dapat memberikan saran-
saran dalam membantu pemerintah kota Palembang untuk meningkatkan
penggunaan informasi keuangan daerah.

Sampel penelitian ini adalah para pengguna laporan keuangan daerah
eksternal meliputi anggota DPRD kota, para pegawai di Inspektorat daerah, pers,
dan lembaga non pemerintah yang berkonsentrasi pada anti korupsi. Metode
pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah purposive sampling. Jenis data
yang peneliti gunakan adalah data primer. Dalam melakukan pengujian model
penelitian, peneliti menggunakan analisis statistik persamaan regresi linier
berganda, adapun pengujian hipotesis dilakukan dengan uji koefisien determinasi,
Uji T, dan Uji F.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (a) secara bersama-sama atau
simultan, variabel penyajian laporan keuangan daerah dan variabel akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penggunaan informasi keuangan daerah di kota Palembang; (b) dalam pengujian
parsial didapatkan hasil bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1)
mempunyai pengaruh positif dan signifikan sedangkan variabel akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah (X2) mempunyai pengaruh positif namun tidak
signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah di kota Palembang;
(c) Hasil regresi menunjukan R Square sebesar 0,319 atau 31,9% yang berarti
korelasi antara variabel penyajian laporan keuangan daerah dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah di
kota Palembang cukup besar.

Kata kunci : laporan keuangan, akuntabilitas, dan penggunaan informasi
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ABSTRACT

The Influence of Regional Financial Reports and Management Accountability,
and their Users in Palembang City

By:
Rangga Aditya Putra;
Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak ; Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak

This research, undertaken in Palembang, was aimed at identifying the influence
of regional financial reports and management accountability, and their users. It
was expected to give suggestions and help increased use of the information
contained in there.

The sample of this research consisted of external users that included regional
house representatives, officers in inspectorate agencies, journalists, non-
government anti-corruption organizations, and they were selected through
purposive sampling. The primary data were analyzed by multiple linear regression
computation and the hypothesis testing was done by co-efficient determination, t
and F tests.

The research results show that simultaneously the reports and the management
accountability had a significant and positive influence on the information users. In
partial, the reports (X1) had a positive and significant influence whereas the
management accountability had a positive but not significant influence on the
information usage. Finally, the regression analysis resulted in the R Square value
or 0.319 or 31.9% meaning that the correlation was big enough.

Key words: financial reports, accountability, information usage
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1.1  Latar Belakang

Terjadinya reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia
telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta
ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan
pemerintahan yangv baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya otonomi
daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam www.detik.com. Hal
tersebut di tandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang di atas membuka peluang yang luas bagi daerah untuk
mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan
prioritasnya masing-masing. Sebagai operasionalnya maka Menteri Dalam Negeri
telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberlakukan otonomi daerah
merupakan langkah yang konkrit dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan
yang sesungguhnya. Maksud dari Pemerintah Pusat memberikan hak otonomi
kepada pemerintah daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat. Seiring adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat,

maka pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk


http://www.detik.com

mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah
tersebut.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah
diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia
(Indra Hardianto, 2010).

Pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut
disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta
Sumber Daya Manusia (SDM). Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut
dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pendayagunaan potensi keuangan daerah
dan mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat-daerah dan antar
daerah. Pendanaan pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan pengelolaan
keuangan yang efisien dan efektif.

Eksekutif = Daerah  harus  membuat  sebuah  laporan  untuk
mempertanggungjawabkan Kinerjanya setiap tahun dalam hal penyelenggaraan
pemerintahan dan menyebarluaskan kepada masyarakat. Pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang telah membuat peraturan mengenai
pertanggungjawaban keuangan dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 ayat (1)
dan ayat (2) tentang Pemerintah Daerah secara tegas disebutkan bahwa kepala

daerah harus mempertanggungjawabkan Keuangan Daerah kepada Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keaungan. Beberapa survei
yang ditemui di beberapa pemda, menemukan bahwa pemerintah daerah tidak
dapat menyusun laporan keuangan yang dimaksudkan (Bandariy, 2011).

Dalam pengelolaan keuangan harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah
No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13
tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007
tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran,
pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.
Sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas; perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi (PP. No. 58 Tahun 2005).
Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan
agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan
dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan
hasil laporan keuangan yang akuntabel.

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa
proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus
benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan
masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku
sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan,

bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan



dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mahmudi,
2011).

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik adalah
melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif.
Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas
sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah
daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi
informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk
pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern
pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk
penilaian kinerja.

Akuntabilitas publik pengelolaan keuangan pemerintah dapat diwujudkan
dengan penyajian laporan keuangan yang terdiri dari laporan periodik (periodic
reports), laporan keuangan interim (interim financial reports), dan laporan
keuangan tahunan (annual financial reports). Dari ketiga laporan keuangan
tersebut, yang wajib dipublikasikan oleh pemerintah agar dapat diakses publik
adalah laporan keuangan tahunan. Masyarakat sebagai pihak yang memberi
kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk
mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi
pemerintah (Abdul Rohman, 2009). Oleh karena itu pemerintah berkewajiban
untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan

keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.



Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,
tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi
yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang
meliputi akuntabilitas finansial (financial accountability), akuntabilitas manajerial
(managerial accountability), akuntabilitas hukum (legal accountability),
akuntabilitas politik (political accountability), dan akuntabilitas kebijakan (policy
accountability). Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan
laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.
Menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat
maupun didaerah sebagai jawaban atas fenomena reformasi birokrasi dan
perkembangan sektor publik di Indonesia tidak dapat terhindarkan (Halim &
Syam, 2011).

Terdapatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan
petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan khususnya dalam mengelola keuangan
daerah/negara ternyata belum berjalan sesuai. Dalam www.kpk.go.id indikasinya
dari laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2008
mengumumkan adanya penyelidikan terhadap 70 kasus, 46 penyidikan, 43
penuntutan, 25 perkara telah diputus di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.
Sebagian besar dari perkara tersebut berkenaan dengan penyalahgunaan
APBN/APBD berhubungan APBN/APBD merupakan inti keuangan (akuntansi)
pemerintahan, sehingga adanya penyalahgunaan memprediksi laporan financial
(laporan keuangan) tidak dihasilkan dengan benar dan diandalkan. Data dari KPK

tersebut menggambarkan upaya pemerintah belum selesai dan ini akan menjadi
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tantangan besar pemerintah kedepan agar lebih akuntabel dalam mengelola dana
publik.

Dilihat dari sisi lain, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan
Keuangan RI (BPK RI) terhadap seluruh laporan keuangan pemerintah daerah
(LKPD) se-Indonesia, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kota
Palembang dari tahun 2006-2012, memberikan opini beragam setiap tahunnya
terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Prestasi buruk pernah
dicapai oleh kota Palembang dalam penyajian informasi laporan keuangan daerah
untuk diaudit oleh BPK, yaitu di tahun 2006 pernah mendapat opini TMP (Tidak
Memberikan Pendapat), sedangkan di tahun 2007-2009 mendapatkan opini WDP
(Wajar Dengan Pengecualian) dalam www.bpk.go. id.

Dalam pemeriksaan BPK RI atas audit terhadap laporan keuangan kota
Palembang setiap tahunnya menggambarkan masih terjadinya kesalahan prosedur
ketika melakukan pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan. Pada
tahun 2010 pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Palembang, BPK
secara terperinci menemukan beberapa kelemahan meliputi, kelemahan system
pengendalian akuntansi dan pelaporan (pencatatan belum/tidak dilakukan atau
tidak akurat, proses penyusunan tidak sesuai ketentuan, entitas tersebut
menyampaikan laporan) ditemukan 1.401 kasus dari beberapa LKPD se-
Indonesia, Palembang ditemukan sebanyak 2 kasus. Selanjutnya ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan mengakibatkan terjadinya kerugian

negara, kekurangan penerimaan, dan kesalahan administrasi. Berdasarkan audit
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BPK, LKPD kota Palembang ditemukan sebanyak 11 kasus dari 4.551 kasus
LKPD se Indonesia (dalam www.bpk.go. id)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Himmah Bandariy
(2011), dengan menambahkan satu variabel yaitu Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah. Dalam hal ini penulis menambah satu variabel yaitu
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dikarenakan dalam penelitian
sebelumnya oleh Fachrul Anggi (2012) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban
(akuntabilitas) laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
menjadi fokus utama untuk menjadikan pemerintahan yang good governance, dan
secara langsung akan berdampak terhadap penggunaan informasi keuangan
daerah. Ini berarti selain penyajian laporan keuangan daerah ada variabel lain
yang diharapkan dapat mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yakni
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melihat hasil dari beberapa penelitian
sebelumnya, terjadi perbedaan pendapat menunjukan bahwa penggunaan
informasi keuangan daerah cenderung berbeda di setiap daerah. Masalah ini yang
kemudian juga tertulis dalam berita yang dipublikasikan oleh Antara Sumsel

tahun 2012.

Menurut berita dalam www.antarasumsel.com pada tanggal 30 Juli 2012

berjudul “Masih minimnya penggunaan informasi keuangan di Palembang”
didalam berita itu dijelaskan bahwa hasil survei menyatakan sebagian besar
masyarakat kota Palembang masih minim dalam penggunaan informasi keuangan
daerah. Survei ini mengambil responden yang telah terpilih dari beberapa kriteria

yang telah ditentukan. Hanya terdapat sekitar 55% responden yang dapat
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memperoleh, membaca, memahami dan menggunakan informasi keuangan
pemerintah. Minimnya penggunaan informasi itu disebabkan oleh kurangnya
pengertian masyarakat (stakeholder) mengenai isi dari laporan keuangan dan
tanggung jawab pemerintah atas laporan keuangan tersebut. Dalam berita itu
menunjukan bahwa peran pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan yang
relevan dan akuntabel masih kurang walaupun pada LKPD Kota Palembang dua
tahun berturut-turut yaitu tahun 2010-2011 opini audit BPK menyatakan opini
Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini mencerminkan bahwa akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaan
informasi keuangan daerah dapat digunakan dengan baik oleh stakeholder.

Hal tersebut yang menyebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan masih
terdapat masalah sehingga tidak terlaksana dengan tepat dan benar. Masalah yang
dihadapi pemerintah daerah saat ini bukan hanya penyajian laporan keuangan
yang akuntabel tetapi juga bagaimana pemerintah dapat meningkatkan
penggunaan informasi daerah oleh masyarakat sebagai fasilitas masyarakat untuk
memenuhi fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu
diperlukan penyajian laporan keuangan daerah yang akuntabel dan laporan
keuangan daerah yang dapat memberikan informasi yang relevan serta dapat
diserap dengan baik oleh masyarakat (stakeholder) secara keseluruhan.
Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Penerapan SAP membawa konsekuensi juga pada perubahan
sistem akuntansi. Sistem akuntansi memang tidak diatur dalam SAP tetapi entitas

harus merancang sistem akuntansinya sendiri yang dapat menghasilkan laporan



keuangan sesuai SAP. Perubahan-perubahan yang ada pada sistem akuntansi itu
secara wajar berpengaruh pada undang-undang yang mengatur mengenai
akuntabilitas publik.

Dalam informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah
menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Salah satu prasyarat untuk dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat
dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan
keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi
keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan
pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Sebagai penyelenggara amanat rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan
yang sesuai koridornya (Good Governance), salah satunya adalah memberikan
penjelasan kepada pihak-pihak berkepentingan termasuk masyarakat luas dalam
bentuk laporan keuangan daerah yang sesuai dengan apa yang terjadi
diperlaksanaannya, juga mematuhi ketentuan yang ada. Masyarakat (stakeholders)
sebagai pengguna laporan keuangan dalam hal ini yaitu DPRD kota Palembang,
Inspektorat kota Palembang dan Insan pers serta Non Goverment Organization
(NGO) yang mewakili masyarakat luas. Pemerintah daerah sepatutnya dan
sewajarnya memfasilitasi masyarakat atau stakeholders untuk memperoleh
informasi dan penjelasan terhadap penggunaan dana yang dipakai dalam
pembangunan suatu daerah khususnya di kota Palembang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah



wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pertanggungjawaban itu tidak hanya wajib disampaikan kepada lembaga legislatif,
tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemberi mandat atau kekuasaan kepada
pemerintah. Walaupun dalam kenyatannya operasional PP Nomor 58 Tahun 2005
tersebut sudah cukup baik namun tujuan utamanya untuk memberikan informasi
yang relevan dan akuntabel terhadap pihak ekstern khususnya masyarakat luas
masih kurang dapat dilihat dari minimnya penggunaan informasi keuangan kota
Palembang. Dalam penggunaan informasi keuangan daerah yang dilakukan oleh
pihak intern dan ekstern. Masyarakat sebagai pihak ekstern berhak meminta
informasi dari lembaga publik asalkan mempunyai alasan logis dan sesuai
prosedur yang telah ditetapkan. UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik menjadi landasan bagi masyarakat bisa memperoleh informasi.
Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka topik
tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan terhadap penggunaan informasi keungan daerah penting untuk diteliti
mengingat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang diindikasikan
melalui seberapa pentingnya penggunaan informasi keuangan daerah tersebut
berimbas kepada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta
peraturan pemerintah yang mewajibkan penyajian laporan keuangan secara
lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, maka penelitian ini

dilakukan untuk menguji “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah
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dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penggunaan

Informasi Keuangan Daerah”.

1.2 Perumusan Masalah
Dari penjabaran latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan
sebagai berikut :
1. Bagaimana penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap
penggunaan informasi keuangan daerah ?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh
terhadap penggunaan informasi keuangan daerah ?
3. Bagaimana penyajian laporan keuangan daerah dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi

keuangan daerah ?

1.3  Tujuan Penelitian
Dalam kaitannya dengan masalah ini, tujuan penelitian yang ingin dicapai
adalah:
1. Mengkaji dan mengukur pengaruh penyajian laporan keuangan daerah
terhadap upaya mengoptimalkan penggunaan informasi keuangan daerah
2. Mengkaji dan mengukur pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah terhadap upaya mengoptimalkan penggunaan informasi keuangan

daerah
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3. Mengkaji dan mengukur pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan

1.4

akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap  upaya

mengoptimalkan penggunaan informasi keuangan daerah

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
bahan koreksi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan
keuangan daerah.

Bagi DPRD sebagai pengguna utama laporan keuangan mendorong agar
lebih menyadari pentingnya laporan keuangan daerah sebagai alat untuk
mengawasi pengelolaaan sumber daya pemerintah daerah dan menilai
kinerja keuangan pemerintah secara lebih baik.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu
mendeteksi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan
mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong
peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan
pembelajaran dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan

pengelolaan laporan keuangan daerah.
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1.5

Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian sebelumnya, yang
merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan Judul
Penelitian yang diajukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi
operasional variabel, metode analisa data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data, hasil analisis, dan
pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang perlu untuk

disampaikan baik untuk obyek penelitian ataupun bagi peneliti selanjutnya.
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